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GUBERNUR LAMPUNG 
PERATURAR GtmERNUR LAMPUNG
 

NOMOR : 16 TAHUN 2015
 

TENTANG 

DOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN 
INGKVNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPVNG 

DUGAN RAHMAT Tt1HAN YANG MAlIA ESA 

GtmERNVR LAMPUNG. 

a.	 bahwa dalam rangka melaksanakan penatausahaan 
barang persediaan di Satuan KeIja Pemerintah Daerah, 
maka perlu adanya Pedoman Pengelolaan Barang 
Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; 

b.	 bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a 
tersebut di atas, perlu menetapkannya dengan 
Peraturan Gubemur Lampung; 

1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang 
Penetapam Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
menjadi Undang-Undang; 

2.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

3.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

4.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara; 

5.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang 
Nomor 2 Tahun 2014; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 

7.	 Pera.turan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

9.	 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/dasa Instansi 
Pemerintah; 

10.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana. telah diubah beberapa kaIi terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
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1.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang PedomanPengelolaan Barang Daerah; 

2.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Pokok - Pokok Perencanaan Pembangunan 
dan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

ERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN 
ENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROVINSl LAMPUNG. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

DaIam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Pemerintah Daerah adaIah Pemerintah Provinsi Lampung. 
2.	 Gubemur adaIah Gubemur Lampung. 
3.	 Barang Milik Daerah adaIah semua barang yang dibeIi 

atau diperolah atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. 

4.	 Persediaan adaIah aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung 
kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang 
dimaksudkan untuk dijuaI dan atau diserahkan daIarn 
rangka pelayanan kepada masyarakat. 

5.	 Pengelola Barang Milik Daerah adaIah Pejabat yang 
berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi 
pengelolaan barang miIik daerah. 

6.	 Pengguna Barang Milik Daerah adaIah Pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan barang rnilik daerah. 

7.	 Penyimpan Barang Milik Daerah adaIah pegawai yang 
diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan 
mengeluarkan barang. 

8.	 Pengurus Barang Milik Daerah adaIah pegawai yang 
diserahi tugas untuk mengurus barang daerah daIam 
proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja 
perangkat daerah unit kerja. 

9.	 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku 
pc:ngguna barang. 

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 
adaIah unsur pelaksana tugas teknis pada SKPD. 

11. Pengadaan adaIah kegiatan untuk melakukan pemenuhan 
kebutuhan barang daerah. 

12. Rencana Kerja Perubahan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat RKPA adaIah RKPA pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 

13. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku. 
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BABII 

MARSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

(1) isusunnya pedoman pengelolaan barang persediaan di 
lingku 'g Pemerintah Provinsi Lampung adalah untuk memberikan 
petunj 'k epada SKPD yang terkait dalam pelaksanaan penatausahaan 
baran lpe sediaan SKPD. 

(2)	 Tuju isusunnya pedoman pengelolaan barang persediaan di 
lingkug Pemerintah Provirisi Lampung agar terwujud laporan 
keuan yang akuntabel dalam pelaksanaan penatausahaan barang 
per a SKPD. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Paul 3 

Ruang Lin' u Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur mengenai 
penatausa barang persediaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit 
kerja dan u UPT. 

Paul 4 

Barang rs diaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi 
persediaan :b ang pakai habis dan persediaan barang tidak pakai habis, 
persediaanb ang bekas pakai, persediaan barang untuk dijual dan barang 
yang belu di rahkan ke masyarakat. 

BABIV 

P CANAAN KEBUTUHAN DAII PENGAIlGGARAN 

PaaalS 

(1)	 Peren an an kebutuhan barang persediaan disusun dalam rencana 
kerja anggaran SKPD setelah mernperhatikan sisa persediaan barang 
yang 

(2)	 Sisa p rsediaan barang akhir tahun diperhitungkan dalam 
peny su an RKPA tahun anggaran berikutnya. 

BABV 

PENATAUSABAAN BARANG PERSEDIAAN 

Paaal6 

Penatau persediaan merupakan sistem yang digunakan untuk 
mencatat, mua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan barang 
persedia .m ik Pemerintah Daerah. 

Pasa17 

(1)	 Peng lol an barang persediaan milik Pemerintah Daerah sebagaimana 
dim su dalam Pasal 6 diakui pada saat diterima atau hak 
kepe ili nya dan atau kepenguasaannya berpindah. 

(21	 Pada ir periode pelaporan, barang persediaan dicatat berdasarkan 
hasil inv ntarisasi fisik dan dinilai berdasarkan harga beli terakhir atau 
deng enggunakan metode FIFO ( first In first Out) 
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(3)	 Untuk pe ediaan barang eetakan yang sudah atau belum diperporasi 
esar nilai perolehan. 

PasalS 

Pihak-pih g terkait dalam penatausahaan persediaan meliputi : 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

Bend 
Penyi 
Pengu 
Pelak 
Biro P 

s 
a 

rle 

pengeluaran; 
barang; 
arang; 
akuntansi; dan 
gkapan, 

Pasal9 

Bendahara geluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 
bertugas el ukan pembayaran atas pembelianjpengadaan barang 
persediaan y g kemudian diserahkan kepada penyimpan barang. 

Pa..110 

pe 

k 

Penyimpan b ang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertugas : 
a. mene m	 menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah; 
b.	 menel ti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang 

diteri an a; 
c.	 mene ti umlah dan kualitas barang yang diterlma sesuai dengan 

doku en pengadaan; 
d. mene tat	 arang persediaan yang diterima kedalam bukuj kartu barang; 
e.	 mene tat pengeluaran barang pada bukti pengeluaran barang 

f. 

g. 

berda ar bukti permintaan pengeluaran barang dari user; 
memb at laporan penerimaan, penyaluranjpendistribusian 
baran p rsediaan yang dikelolanya; dan 
mel inventarisasi fisik barang persediaan. 

dan sisa 

Pa..lll 

Pengurus ang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e 
bertugas mbantu penyimpan barang dalam pendistribusian barang 
persedia menyelenggarakan administrasi persediaan. 

P...112 

Pelaksana ak ntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d bertugas 
meneatat il sisa persediaan barang dalam laporan keuangan SKPD. 

P.aa113 

Biro Perle gk pan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf e, b rt as: 
a. men i	 un laporan tentang persediaan dari seluruh SKPD; 
b.	 mem ua rekapitulasi laporan semesteran persediaan. 

Pas.114 

Biro Perle gk pan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan 
pihak y g menggunakan data persediaan dalam penyusunan laporan 
pertanggu gj waban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan peny su an perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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BABVI 

TAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN PADA SKPD 

Pasal15 

g dapat diperoleh dari pengadaan maupun hibah. 

Pasa116 

(1)	 Hasil p aksanaan pengadaan barang persediaan sebagaimana 
dimak ud dalam Pasal15 diterima oleh penyimpan barang. 

(21 barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban 
'1""''''ll.lUl.U tugas administrasi penerimaan barang persediaan. 

(3) barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
tnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan. 

Pasal17 

Barang y g d beli dan atau diterima oleh penyimpan barang dicatat kedalam: 
a.	 Oaf pe gadaan barang; 
b.	 Buku ar g; 
c.	 Buku e rimaan barang; 
d.	 Kartu g;dan 
e.	 Kartu per ediaan barang. 

Pasal18 

(1)	 Dafta p ngadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
huruf a erupakan daftar yang digunakan untuk mencatat pengadaan 

ar Pengadaan Barang beserta petunjuk pengisiannya 
a dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I 

Gubemur ini. 

Pasal19 

(1)	 Buku b ang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, 
pakan	 buku untuk mencatat barang persediaan yang diterima dan 

an oleh penyimpan barang. 

uku barang beserta petunjuk pengisiannya sebagaimana 
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan 

ini. 

Pasal20 

(1)	 Buk p nerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
huru c erupakan buku yang digunakan untuk mencatat penerimaan 

buku penerimaan barang beserta petunjuk pengisrannya 
ana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III 

Gubernur ini. 

baran p rsediaan. 

(2) 

(2) 

bara g p rsediaan. 

(2) 
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Paaa121 

(1) Kartu ba ang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d 
merup·'!'KGlfl kartu yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan 
pengel per jenis barang persediaan. 

(2) Forma u barang beserta petunjuk pengisiannya sebagaimana 
dimak ud pada ayat (1), tercantum dalarn Larnpiran IV Peraturan 
Gube ur ini. 

Pasa122 

(1)	 er ediaan barang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 huruf 
e me pa an kartu yang digunakan untuk mencatat daftar sisa barang 
persed 

(2)	 artu persediaan barang beserta petunjuk pengisiannya 
sebagarm a dimaksud pada ayat (1), tercantum dalarn Larnpiran V 
Peratu an Gubernur ini, 

Pasal23 

(1)	 barang yang dilakukan oleh penyimpan barang didasarkan 
Permintaan Pengeluaran Barang yang ditandatangani oleh 

iketahui Kepala Bidang atau Kepala Bagian yang terkait. 

(2)	 g didistribusikan dan atau digunakan dicatat oleh penyimpan 

pengeluaran barang;
 
arang;
 
ersediaan barang; dan
 
engeluaran Barang,
 

Pasa124 

(1)	 Bukti Pe geluaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
huruf d, erupakan bukti untuk mencatat setiap pengeluaran barang 
perse iaa 

(2)	 Buku geluaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23 huruf a, 
merupaxsm buku yang digunakan untuk mencatat pengeluaran barang 
perse0fl8LaV 

pengeluaran barang beserta petunjuk pengisiannya 
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI 

Gubernur ini. 

Pasa125 

ir bulan penyimpan barang melaporkan data sisa persediaan 
p laksana akuntansi SKPD. 

persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
an penyusunan neraca SKPD. 

laporan bulanan mutasi barang persediaan beserta 
pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
piran VII Peraturan Gubernur ini, 

Pengel 
pada 
userd 

a. 
b. 
c. 
d. 

y 
kedalarn : 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

uku 
aimana dimaksud 
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BABVII 

PENATAUl:fA6jAAN BARANG PERSEDIAAN PADA UNIT KERJA DAN UNIT
 
PELAKSANA TEKNIS (UPT)
 

Pasal26 

Dalam SKP 

ak 

t rdiri dari beberapa unit kerja dan atau UPT dapat menunjuk 
pengurus ar g unit kerja dan atau pengurus barang UPT untuk 
menataus barang persediaan. 

Pasal27 

Barang y d beli dan atau diterima oleh pengurus barang unit kerja dan 
atau UPT d ca t kedalam: 
a. Daftar en adaan barang; 
b. Kartu b r g; dan 
c. Kartu p rs diaan barang. 

Paaal28 

Barang y dan atau digunakan dicatat oleh pengurus 
barang ke ala 
a. Kartu b g; dan 
b. Kartu p rs diaan barang. 

Paaal29 

(1)	 Setiap ir bulan pengurus barang menyampaikan data sisa 
persed a kepada penyimpan barang SKPD. 

(2)	 Penyi barang SKPD merekap data-data sisa persediaan dari 
pengu s barang unit kerja dan atau pengurus barang UPT serta sisa 
persedla yang dikelolanya. 

(3)	 Rekap tul si sisa persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disam ai kepada pelaksana akuntansi SKPD yang akan digunakan 
sebag . b han penyusunan neraca SKPD. 

BABVIII 

PELAPORAN 

Paaal30 

(1)	 Penyi barang secara administrasi wajib 
memp ggungjawabkan atas barang yang dikelolanya. 

(2)	 Lapor rtanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melip ti · 
a. la or semesteran; dan 
b. la or tahunan.f Pasal31 

(1)	 hir semester dan akhir tahun penyimpan barang 
j>GU'fU'.a... inventarisasi fisik barang persediaan. 

(2)	 in entarisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditu gk dalam Berita Acara Inventarisasi Barang Persediaan dan 
disam ai an kepada pelaksana akuntansi SKPD. 

erita Acara Inventarisasi Barang Persediaan sebagaimana 
pada ayat (2), tercantum daIam Lampiran VIII Peraturan 

ini. 

(3) 
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Paaa132 

Laporan set ags 'mana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), disampaikan 
kepada GUb~~Ill1r melalui Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah . 

BABIX
 
KETENTUAN PENUTUP
 

I Pasa133 

Peraturan G be mur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur 

j-'-=-~ ....L_+-'

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Lampung 

Ditetapkan di TelukbetungWAKIL GU~ERNUR
 

SEKOA. PROV,NSI
 pada tanggal 13 _ 3 _ 2015 
ASS. BID. PEM.
 

ASS. BID. EK ~MG
 OUBERNUR LAMPUNG, 
ASS. BID. KES;;RA';-'---+---1

" ASS. 610. U~~'J,'1:'---+-:-H--lV 

Diundangka n d Telukbetung 
pada tangga 1 e _ 3 _ 2015 

SEKRETAR S I AERAH PROVIRSI LAMPUNG, 

.. ~ 

~ WI.,-f 

I . ARINAL DJUNAIDI 
P ml ina Utarna Madya
 

Nip. 95~0617 198503 1005
 

BERITA DA~Rl H PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.1.6 



LAMPlRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 

NOMOR: TAHUN 2015 

TANGGAL : 2015 

FORMAT DAFTAR PENGADAAN BARANG 
DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH PROVINSI LAMPUNG 

DAITAR PENGADAAN BARANG 
DARl TANGGAL I JANUARI 20 ... SfD 31 DESEMBER 20... 

SKPD 
KOTA 

Kontrak fSura.t Perintah Sural Perintah Pencairan Jum1ah 
i Dipergunakan

Jenis Barang yang Kexja Dana (SP2D) f KlJITANSI 
KeteranganNo dibeli PadaUnit 

Tangga1 Nomor 
Banyaknya 

Barga 5aluan Jumlah bargaTangga1 Nomor Barang 
7 8 9 10 111 2 3 4 5 6 

8andar Lampung, _.. , . 
Kepala SKPD, Penyimpan Barang 

i/."I,i ..." e~' .1.;'l{",. ''('':~MA~I 

NIP. 

( 

1 
1 

81e"r. f.,.\'",,'}t..<,u>... 

J 

4 
5 
6 

1 

9 

ASS. Bli>. PEM. 

ASS. BiD. t~ BANG 
ASS. 610. KESR~ 

ASS. BID. UMUlI 

10 I BIRO HlIl<VM 

11 
IV 
.1 

-w, ( 

( 
NIP. 

GUBERNUR~G. 

M.R1£h:iIoo 

J 

.,f
 



LAMPlRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR 
TANGGAL : 

TAHUN 2015 
2015 

FORMAT BUKU BARANG 
Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 

BUKUBARANG 
( PAKAl HABIS ) 

SKPD 
KOTA 

PENERIMAAN PENGELUARAN 

Merk Tabun Berita Acara Tanggal Diserahka Tgl/No.Tgl/No. JumlahTanggal Nama/Jenis Jumlah Ket.No SuratPembu Kontrak "', Dikeluar nBarang /Uku Satuan SatuanDiterima 
ran Kepada Penyerahanatan kan/SPK/ Harga NomorTanggal 

6 7 10 11 12 13 141 2 3 4 5 8 9 

Kepala SKPD. 
Bandar Lampung, . .. 

Penyimpan Barang 

\nllOA .. ,,."'f>,,,... ,........ , 
NlP. 

I .'Il.':It_~ ... • J ...._ 

NIP. 
1 WAKll GUBE~NUR 14.' 

GlJBE~NG'
N 

3 ASS. BID. PEM. ., 
4 ASS. BID. EK BANG 

5 ASS. BID. KESRA 
'" M. R1DHO FICARDO 6 ASS. BID. UM;;M .,... 

1 1\' 

( 
a Q,.,r. 
9 

~""\L"'l..,,+"'" tt 
' I 

( 

11) BlRo kUII;UM 
~. t\ 



-----

LAMPJRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: TAHUN 2015 
TANGGAL : 2015 

FORMAT BUKU PENERlMAAN BARANG 
OJ LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 

BUKU PENERIMAAN BARANG 

SKPD 
KOTA 

Berita Acara 

No 
Tanggal 

Dan Dokumen Faktur NamaBarang Banyaknya 
Herga 

Jumlah Herga Surat 
Ket

diterima Satuan Penerimaan 
No TDI No TDI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bandar Lampung, .. 
Kepala SKPD, Penyimpan Barang 

( ) 
-~-_.-

PARAF KO(r:D!~~ASI 

" 
K It,;.j 

3 ASS. BID. PEM. , 
4 ASS. BID. EK BANG 
5 ASS. BID. KESRA f\ 
i ASS. alD. UMl;f.! -r 
7 •• 
i m;;-.o ~..<\£""k""e.", 

" 
9 

'0 :3a~o HUKO'o1 

( ) 
NIP. NIP. 

GUBE~G 

M. RIDHO FICARDO 

(( 



LAMPIRAN N : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: TAHUN 2015 
TANGGAL : 2015 

FORMAT KARTU BARANG 
DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH PROVINSI LAMPUNG 

KARTU BARANG 

SKPD 
KOTA 
NAMABARANG 
SATUAN 

No Tanggal M""uk Keluar Sisa Ket 

1 2 3 4 5 6 

Bandar Lampung, . 
Kepala SKPD, Penyimpan Barang 

( ) ( ) 

NIP. NIP. 
l'&iOtI'L.~ _PARAF Koo,~r"J~~1 

~1 WAKIL GUBERNUR 
PI[

2 SEKDA. PROViN51 
, .. GUBERNUR LAMPUNG 
4 ASS BID. EK BANG 

r\5 ASS. BID. KESRA 

6 ASS. BID. Ur.M" If 
~ I M'RlD~DO

~~~Iro f.... l~ .. 'i(,."(1"'" 
9 Pol r: n H.~V"'l ' I{ 



LAMPIRAN V: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: TAHUN 2015 
TANGGAL : 2015 

FORMAT KARTU PERSEDIAAN BARANG 
Dr LlNGKUNGAN PEMERlNTAH PROVINSI LAMPUNG 

KARTU PERSEDlAAN BARANG 

SKPD 
KOTA 
NAMABARANG 
SATUAN 

No/Tanggal Surat Harp 
Jumlah Harga Barang Yang Diterima 

Barang-barang I
TgI Dasar Penerimaanl Uraian Satuan Yang Oikeluarkan Siaa Ket 

Pengeluaran 
Masuk Keluar 8iaa Bertambah Berkurang 51.... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bander Lampung . 
Kepala SKPD, Penyim.pan Barangl Pengurus Barang 

NIt'. NIt". 

DII D A~l"ll~~!l ........ 
,~...-~.__• ' .... ' ..n ... 

1 WAKll GVBERNUR 
~4it1 SEKDA. PROV:NSI 

UU'M&'U 
3 

4 

ASS. BID. PE~1. 

ASS.810. EK BANG M. Rl FICARDO 

5 ASS. BID. KESilA ~ 

6 ASS. BiD, mt'l:f:i >JJ 

( 
1 

, II!>I ro ~\<"'jI.."1'''~ 

I 
'\1.0­ ( 

I 9 ~ 
f 10 t ~!R:1I tolllKIlM ... 



LAMPlRAN VI : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: TAHUN 2015 
TANGGAL : 2015 

FORMAT BUKU PENGELUARAN BARANG 
Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! LAMPUNG 

BUKU PENGELUARAN BARANG 

SKPO 
KOTA 

No Tanggal Nomor NamaBarang Banyaknya Harga Satuan Jumlab Harga Untuk Tanggal Penyerahar Ket 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 

Kepala SKPO, 
Bandar Lampung, 

Penyimpan Barang 
. 

( 
NIP. NIP. 

( 

PARAF KOORDINASI 
1 WAKIL GUBERNUR I« A.. 
2 SEKDA. PROVINSI V f>J 

3 ASS. BID. PEM. ' 
4 ASS. BID. EK BANG 

5 ASS. BID. KESRA I 

6 ASS. BID. UMVM '-¥ 
7 A' / 
B i /!.,ro r" t... :(..."'1'''''' .... I 

r 9 , I 
113 BiRO HUKUM .. 

( 

'~u,,~

m'> 
_~/.L/. 

M. RIOHO FICARDO 



LAMPlRAN VII : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: TAHUN 2015 
TANGGAL 2015 

LAPORAN BULANAN TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PERSEDlAAN BARANG 

SEMESTER ... TAHUN ... 

SKPD 
KAB/KOTA 
PROVINSI 

Terima 
Doku_tFlIIktur J)uar 

Banya Nama Harp B\.lku l'etl..nm- NO. r_ SurillBon a""ya Nama Harp Jutnl""­
1'gl 

No TgI 
J)ari 

No TgI Jeni. 
NQUlOl' knya Barang Satu"" 

lA; Sur< l'etl . Ket Uru Tgl U"tuk kIiya aarong &tuan H....ga Peny.. Ket 
Su:rat No Til! t No Til! ""-an 

1 2 3 • 5 6 7 8 • 10 11 12 13 ,. 15 16 17 ,. ,. 20 21 22 23 2' 

Bender Lempung, . . 
Kepala SKPD. Penyimpan Barang 

( ) 
NIP. PARAF KOORDINASI NIP. 

2 SEKDA. PROVINSI \LfI.. GUBE~G 
3 ASS. BID. PEM. 

4 ASS. 810. EK BANG 
5 ASS. BID. KESRA rv M. RlDHO FICARDO 
6 ASS. BIO. UMUM tJI 
7 .- \ 

BIHle. 1>r!.".L..0'1''''' TV 
9 

( . 10 aso H.~I)\U",1 ( 
U 



LAMPlRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR 
TANGGAL : 

TAHUN 2015 
2015 

FORMAT BERITA ACARA INVENTARISASI PERSEDIAAN BARANG 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 

BERITA ACARA INVENTARISASI PERSEDIAAN BARANG 

SKPD 
KOTA 

Jumlah Persediaan Pertanggal Perhitungan 

Menurut Administrasi Menuxut Opname
No NamaBarang 

Batang 
Ket 

Barang Harga Harga 

Jumlah Satuan Satuan(Rp) Jumlah (Rp) J Satuan Satuan (RP) Jumlah (Rp)= 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bandar Lampung, " .. 
Kepa1a SKPD, Penyimpan BarangjPengurus Barang 

NlP. 
PARAF KOORDINASI 

t 
I, 

WAKIL GUBERNUR 
~ 

l-sq~ 

l ASS. BID. PEM. 
4 ASS. BID, EK BANG 
5 ASS. BID. KESRA 7\ 
6 ASS. BID. UMUM ~ 
7 --'-j 

( 6 I~lr. P... I.<-11w(l..... / l1'" 
9 \ I 
10 81ROHUKUM • 

. ----. 

( ) 
NlP. 

GUBER~NG 

M. RIDHO FICARDO 

( 


